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P U T U S A N
Nomor 85 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G 
memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang

dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : KAMALUDDIN alias KAMAL bin DAMIRI;
Tempat Lahir : Aek Loba (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/2 Januari 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru Timur Kelurahan Suka Rame

Kecamatan Kualu  Hulu Kabupaten Labuhan Batu

Utara Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Manager PT PKS Pujud;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca  Tuntutan  Pidana  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri

Rokan Hilir tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa  KAMALUDDIN  alias  KAMAL  bin  DAMIRI  terbukti

secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana

“Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaanya  terhadap

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan

upah untuk itu,  mereka yang melakukan,  yang menyuruh melakukan dan
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yang turut  serta melakukan perbuatan”,  sebagaimana diatur  dan diancam

pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Melanggar Pasal 374 juncto

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  KAMALUDDIN  alias  KAMAL  bin

DAMIRI  dengan  pidana  penjara  selama  Selama  2  (dua)  tahun dikurangi

dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar  Terdakwa tetap

ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Nihil  (Sudah  Diputus  dengan  Putusan  Pengadilan  Rokan  Hilir  nomor

365/Pid.B/2023/PN Rhl);

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

(dua ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Negeri Rokan  Hilir  Nomor

531/Pid.B/2023/PN  Rhl  tanggal  20  Desember  2023 yang  amar  lengkapnya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN  alias KAMAL bin DAMIRI tersebut di

atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Turut  serta  melakukan penggelapan  dalam jabatan” sebagaimana  dalam

dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana

penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Nomor  5/Akta  Pid

PK/2024/PN  Rhl  juncto  Nomor  531/Pid.B/2023/PN  Rhl yang  dibuat  oleh

Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada

tanggal  29  Januari  2024, Penasihat  Hukum  Terpidana mengajukan

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan

Hilir tersebut; 
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Membaca  Memori  Peninjauan  Kembali tanggal  29  Januari 2024 dari

Penasihat  Hukum  Terpidana berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  2

Januari  2024  sebagai  Pemohon  Peninjauan  Kembali yang  diterima  di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;
Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah

diucapkan  dengan  hadirnya Terpidana pada  tanggal  20  Desember  2023.

Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa  alasan  peninjauan  kembali  yang  diajukan  oleh

Pemohon  Peninjauan  Kembali/Terpidana dalam  memori  peninjauan  kembali

selengkapnya termuat dalam berkas perkara; 

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan

Pemohon  Peninjauan  Kembali/Terpidana tersebut,  Mahkamah  Agung

berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh

karena  judex  facti  tersebut  telah  menjatuhkan  putusan  tanpa  adanya

kekeliruan  atau  kekhilafan  hakim  yang  nyata  yaitu  bahwa  putusan

Pengadilan  Negeri telah  mempertimbangkan  dengan  tepat  dan  benar

sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap

dalam  persidangan  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  sesuai  ketentuan

Undang-Undang;

- Bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi,  dan  keterangan  Terpidana

serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai

berikut:

 Bahwa Terpidana adalah Manager PT PKS Pujud dimana tugas dari

manager salah satunya adalah penanggung jawab hasil sawit termasuk

cangkang  kelapa  sawit,  yang  mana  seharusnya  ketika  ada  mobil

hendak masuk ke dalam pabrik kelapa sawit  (PKS) PT Pujud Karya

Sawit harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari divisi satpam

dan  disetujui  oleh  pimpinan  yaitu  Manager  dan  sesuai  struktur

seharusnya  truck  yang hendak  masuk  dan  mengangkut  cangkang

kelapa sawit tidak dapat masuk tanpa persetujuan manager;
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 Bahwa cangkang  kelapa sawit  tidak  dapat  keluar  tanpa  persetujuan

manager dan Terpidana ternyata mengetahui perbuatan tersebut dan

merupakan orang yang menyuruh untuk membawa cangkang kelapa

sawit  tersebut  ke Ujung Tanjung serta Terpidana telah mendapatkan

bagian dari  hasil  penjualan cangkang kelapa sawit  tersebut sudah 4

(empat)  kali  yaitu  sejumlah Rp4.000.000,00 (empat  juta  rupiah)  dan

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana besaran uang tersebut

merupakan permintaan dari Terpidana sendiri;

 Bahwa berdasarkan hal tersebut Terpidana terlibat dalam pengambilan

dan penjualan tanpa izin cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya

Sawit  yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp29.715.255,00 (dua

puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima

rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terpidana telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan

penggelapan  dalam  jabatan"  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternative

Kesatu melanggar Pasal 374 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa,  terhadap penjatuhan pidana kepada Terpidana,  judex facti telah

mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan yang

memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terpidana sebagaimana

ketentuan Pasal 197 Ayat ( 1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal  266 Ayat  (2)

huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan

putusan  yang  dimohonkan  peninjauan  kembali  tersebut  dinyatakan  tetap

berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada

pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat  Pasal  374  juncto Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHP,  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
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Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2009 serta  peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:
− Menolak  permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan

Kembali/Terpidana tersebut;
− Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut

tetap berlaku;
− Membebankan  kepada  Terpidana  untuk  membayar  biaya  perkara  pada

pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sigid Triyono,
S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai
Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-
Hakim  Anggota  tersebut  serta  M.  Jazuri,  S.H., M.H.,  Panitera  Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,        Ketua Majelis,

              Ttd.                                                                                  Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.       Soesilo, S.H., M.H.
              Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

         Panitera Pengganti,

       Ttd.

          M. Jazuri, S.H., M.H.
                      Untuk Salinan

              MAHKAMAH AGUNG RI

                      a.n. Panitera,
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          Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
           NIP. 19660601 199212 1 001
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